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PUTUSAN

Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama

telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

       PENGGUGAT, NIK XXXXX, tempat tanggal lahir Tangerang, 23 Juni 1994,

umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga,  tempat  kediaman di  XXXXX,

KABUPATEN  TANGERANG,  Provinsi  Banten,  nomor

telpon XXXXX, sebagai Penggugat;

melawan

      TERGUGAT, NIK XXXXX, tempat tanggal lahir Tangerang, 04 Desember

1991, umur  31  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SMA,

pekerjaan  Buruh,  tempat  kediaman  di  XXXXX,  KOTA

TANGERANG  SELATAN,  Provinsi  Banten,  sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang; 

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat  dalam surat  gugatannya tanggal  10 Januari  2023

telah  mengajukan  permohonan  cerai  gugat,  yang  telah  terdaftar  di

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Tigaraksa,  dengan  Nomor

296/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat termasuk orang yang tidak mampu berdasarkan

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor XXXXX tanggal 09 Januari

2023  yang  dikeluarkan  oleh  XXXXX,  KABUPATEN  TANGERANG, oleh

karena itu Penggugat mohon untuk berperkara secara LPBP (Prodeo); 
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2. Bahwa Penggugat  adalah  istri  sah  dari  Tergugat  yang  telah

melangsungkan perkawinan pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 yan

g dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan  XXXXX,  KABUPATEN  TANGERANG,  Provinsi  Banten,

sebagaimana Kutipan Akta  Nikah Nomor  XXXXX  tertanggal  17  Februari

2017;

3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat ber

tempat  tinggal  terakhir  di kediaman  istri  di  XXXXX,  KABUPATEN

TANGERANG, Provinsi Banten;

4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah

melakukan hubungan suami istri, namun belum dikaruniai anak;

5. Bahwa  semula  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat dengan

Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2020 ke

harmonisan  rumah  tangga  Penggugat dengan  Tergugat mulai  terjadi

perselisihan dan percekcokan, disebabkan:

5.1. Tergugat  tidak  memberikan  nafkah  lahir  bathin kepada

Penggugat  sejak  tahun  2020  saat  pertama kali  terjadi  perselisihan

hingga saat gugatan ini diajukan;

5.2. Tergugat sudah menikah lagi ;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat den

gan Tergugat tersebut mulai terjadi pada tahun 2021, di mana Tergugat dan

Penggugat sudah tidak tinggal serumah dan sudah tidak lagi berhubungan

selayaknya suami istri;

7. Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat  merasa tidak sanggup lagi

untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karenanya Penggugat b

erkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah

bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah

memenuhi  alasan  perceraian  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  19

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Huku

m Islam;
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9. Bahwa terhadap  biaya  yang  timbul  akibat  perkara  ini  agar

dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

  Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Peng

adilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili pe

rkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengizinkan Penggugat beracara secara cuma-cuma;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan  biaya  perkara  pada  DIPA  Pengadilan  Agama

Tigaraksa;

Subsider:

    Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan  pu

tusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa  sehubungan  dengan  permohonan  Penggugat  untuk  berperkara

secara  cuma-cuma,  Ketua  Pengadilan  Agama  Tigaraksa  telah  membuat

penetapan  Nomor XXXXX,  tanggal 10  Januari  2023 dengan  amar  sebagai

berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Membebaskan  Penggugat  dari  biaya  perkara  dan  membebankan

kepada  anggaran  negara  cq.  DIPA Pengadilan  Agama  Tigaraksa  tahun

anggaran 2023 nomor XXXXX tanggal  30 November 2022 sejumlah Rp 0

(nol rupiah);

Bahwa  pada  persidangan  yang  telah  ditetapkan  Penggugat  telah

datang  menghadap  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat  tidak  datang

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

sebagai  wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  surat  panggilan

(relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi

dan  patut,  sedangkan  tidak  ternyata  bahwa  Tergugat  tidak  datang  tersebut

disebabkan oleh suatu alasan yang sah;
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Bahwa  Majelis  Hakim  telah  menasihati  Penggugat  agar  bersabar

menunggu dan tidak bercerai dengan Tergugat untuk dapat mencapai rumah

tangga  sakinah mawaddah dan  rahmah,  tetapi Penggugat tetap dengan dalil

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  gugatan

Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; 

Bahwa  terhadap  gugatan  Penggugat,  Tergugat  tidak  dapat  didengar

jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

       Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya  Penggugat  telah

mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor XXXXX tanggal 23 Oktober

2015 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, bukti surat tersebut telah diberi

meterai cukup, dicap kantor pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata

sesuai, bukti P.1;

 2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 17 Februari 2017, dari

Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  XXXXX,  KABUPATEN

TANGERANG,  Provinsi  Banten,  bukti  surat  tersebut  telah  diberi  meterai

cukup, dicap kantor pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai,

bukti P.2;

Bahwa  selain  bukti  surat  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya

Penggugat mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1.  SAKSI I PENGGUGAT di bawah sumpahnya di persidangan saksi tersebut

memberikan keterangan sebagai berikut:

    -   Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan kenal Tergugat;

    - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah 17 Februari

2017  di  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  XXXXX,  KABUPATEN

TANGERANG, Provinsi Banten dan belum dikaruniai anak; 

    - Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  setelah  menikah  tinggal  bersama  di

XXXXX, KABUPATEN TANGERANG, Provinsi Banten; 
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    - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun  sejak April

2020, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran; 

    - Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  karena

Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat sejak

tahun 2020, Tergugat sudah menikah lagi; 

    - Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah  tempat  tinggal  pada

tahun 2021 dan tidak berhubungan sebagai suami istri;   

    - Bahwa  saksi  dan  keluarga  Penggugat  pernah  menasihati  Penggugat

agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan namun tidak

berhasil; 

     - Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat

dan Tergugat; 

2. SAKSI  II  PENGGUGAT  di  bawah sumpah di  persidangan  saksi  tersebut

memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

    -   Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan kenal Tergugat;

    - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah 17 Februari

2017  di  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  XXXXX,  KABUPATEN

TANGERANG, Provinsi Banten dan belum dikaruniai anak; 

    - Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  setelah  menikah  tinggal  bersama  di

XXXXX, KABUPATEN TANGERANG, Provinsi Banten; 

    - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun  sejak April

2020, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran; 

    - Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  karena

Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat sejak

tahun 2020, Tergugat sudah menikah lagi; 

    - Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah  tempat  tinggal  pada

tahun 2021 dan tidak berhubungan sebagai suami istri;   

    - Bahwa  saksi  dan  keluarga  Penggugat  pernah  menasihati  Penggugat

agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan namun tidak

berhasil; 

     - Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat

dan Tergugat; 
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Bahwa  Penggugat  menyampaikan  kesimpulan  yang  isinya

sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat  menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatan

untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat mohon putusan;

Bahwa  untuk  singkatnya  uraian  putusan  ini,  maka  semua  hal  yang

termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak

pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil

atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil

secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan

yang  sah  menurut  hukum  sesuai  Pasal  125  ayat  (1)  HIR,  maka  harus

dinyatakan  Tergugat  tidak  hadir  dan  perkara  a  quo dapat  diperiksa  tanpa

hadirnya Tergugat;

Menimbang,  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal  39  ayat  (1)  Undang-

Undang  Nomor  1  Tahun  1974  jo.  Pasal  65  dan  Pasal  82  Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor  3  Tahun  2006,  terakhir  dengan  perubahan  kedua  Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009  jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha

mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali

dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik

Indonesia  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan,

semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan

mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat

tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;
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Menimbang,  bahwa  yang  menjadi  alasan  Penggugat mengajukan

gugatan  cerai  terhadap  Tergugat karena  dalam rumah tangga  sering  terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran, tidak  ada  harapan  untuk  rukun  kembali

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor

9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974

tentang Perkawinan. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sejak April

2020, karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat

sejak tahun 2020, Tergugat sudah menikah lagi. Penggugat dan Tergugat pisah

tempat tinggal pada tahun 2021, dan tidak berhubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban dan

tanggapan  Tergugat  tidak  dapat  didengar  karena  Tergugat  tidak  datang

menghadap ke persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dali-dalil gugatannya, Penggugat

telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

 Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.1  fotokopi  (Kartu  Tanda

Penduduk) yang merupakan akta autentik dan di  nazegelen Pasal 3 ayat (1)

hurup  b  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2020  tentang  Bea  Meterai dan

dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menjelaskan

Penggugat  beragama  Islam  dan  bertempat  tinggal  di  Wilayah  Hukum

Pengadilan Agama Tigaraksa, memenuhi syarat materil oleh karena itu sesuai

dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-

Undang  Nomor  7  Tahun  1989  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini

menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

 Menimbang,  bahwa  Penggugat  telah  mengajukan  bukti  P.2  berupa

fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagai akta autentik (Pasal 35 ayat (1) Peraturan

Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975) di  nazegelen Pasal 3 ayat (1) hurup b

Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2020  tentang  Bea  Meterai serta  telah

dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-

Undang  Hukum  Perdata, maka  bukti  surat  tersebut  telah  memenuhi  syarat

formil.  Isi  bukti  P.2  tersebut  menerangkan  bahwa Penggugat  telah  menikah
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dengan Tergugat pada tanggal  17 Februrai  2017, relevan dengan dalil  yang

hendak  dibuktikan  oleh  Penggugat,  sehingga  memenuhi  syarat  materil,  dan

terbukti  bahwa Penggugat  dan Tergugat  telah terikat  dalam perkawinan sah

sebagaimana ketentuan Pasal  2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan

Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus

dinyatakan sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa saksi  1  (satu)  dan  saksi  2  (dua)  Penggugat  telah

memenuhi  ketentuan Pasal  145 HIR, telah dewasa sesuai  Pasal  1912 KUH

Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 147 HIR, diperiksa satu

persatu sesuai Pasal 144 HIR, maka memenuhi syarat formil sehingga diterima

sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi 1 (satu) dan saksi 2

(dua) Penggugat, tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai orang

yang  dekat  dengan  Penggugat,  serta telah  mendukung  dalil-dalil  gugatan

Penggugat, tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat

dan Tergugat yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal

pada tahun 2021, Tergugat meninggalkan kediaman bersama. Oleh karenanya

Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil

saksi sebagaimana telah diatur dalam  Pasal  170 HIR.,  sehingga keterangan

kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

 Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2  bersesuaian dan cocok

antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang  saksi

tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.2  dan  saksi-saksi  Penggugat

terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 17

Februari 2017;  

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan

harmonis,  namun  semenjak April  2020, sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran karena  Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada

Penggugat sejak tahun 2020, Tergugat sudah menikah lagi;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat  dan Tergugat  telah  berpisah pisah  tempat  tinggal pada  tahun

2021, dan tidak berhubungan layaknya suami istri;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat,

namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat  tidak

pernah menunjukkan sikap untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut

menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sehingga

Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat

dan Tergugat telah memuncak yang berakibat tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas dapat  disimpulkan fakta hukum bahwa antara  Penggugat  dan Tergugat

terjadi  perselisihan dan pertengkaran terus  menerus dan tidak ada harapan

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka jika perkawinan Penggugat

dengan  Tergugat diteruskan  tidak  akan  tercapai  tujuan  perkawinan  yaitu

membentuk kehidupan rumah tangga yang  sakinah,  mawaddah dan rahmah

sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan  dan  Pasal  3  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  didasarkan  kepada

maksud  firman  Allah  SWT.  dalam  al-Qur’an  surat  al-Rum  ayat  21  yang

berbunyi:

مَوَدةًّ             بيَنْكَمُْ وَجَعَلَ إليَهَْا إ لإتسَْكنُوُا أزَْوَاجًا كمُْ أنَفُْسإ نْ مإ لكَمُْ خَلقََ أنَْ آياَتإهإ نْ وَمإ

يتَفََكرُّونَ       لياَتٍلإقَوْمٍ ذلَإكَ فإي إإنّ وَرَحْمَةً

Artinya : ”Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan

untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa

kasih sayang,  sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”; 

Menimbang,  bahwa  dengan  kondisi  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat tersebut,  Majelis  Hakim  menilai  bahwa  mempertahankan  rumah

tangga yang demikian keadaannya tidak akan mendatangkan kemaslahatan,
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bahkan  justru  sebaliknya  akan  menimbulkan  kemudaratan  baik  itu  bagi

Penggugat ataupun  Tergugat,  sementara  itu  suatu  kemudaratan  harus

dihilangkan sesuai dengan qaidah fiqh:

يزال  الضّرر

Artinya : “Kemudaratan itu harus dihilangkan”.

Menimbang,  bahwa meskipun  pada  prinsipnya  perceraian  merupakan

perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT., akan tetapi dengan memperhatikan

kondisi rumah tangga  Penggugat dan Tergugat  yang demikian keadaannya,

Majelis Hakim berpendapat  bahwa perceraian merupakan jalan terbaik  yang

lebih  mengandung  kemanfaatan  dan  atau  kemaslahatan  baik  itu  bagi

Penggugat ataupun Tergugat. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang termaktub

dalam kitab Hikmatut Tasyri Wafalsafatuh halaman 57, yang berbunyi:

الرّجال                 علي تعود لمصلحة كان اذا ال وكرهه الطلّق أحل الحكيم الشارع انّ

عليهمامعا     او المرءة علي او

Artinya : “Sesungguhnya Allah dan Rasulnya menghalalkan perceraian namun

mencelanya  kecuali  perceraian  yang  mengandung  kemaslahatan

bagi suami atau istri atau bagi keduanya”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan  orang

dekat Penggugat,  oleh  karena  itu  ketentuan  Pasal  22  ayat  (2)  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas,  alasan  gugatan  Penggugat untuk  bercerai  dengan  Tergugat telah

memenuhi  unsur-unsur  yang  terkandung  dalam Pasal  39  ayat  (2)  Undang-

Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  jo  Pasal  19  huruf  (f)

Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus

menerus terjadi  perselisihan dan pertengkaran dan tidak  ada harapan akan
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hidup  rukun  lagi  dalam  rumah  tangga,  oleh  karena  itu  gugatan  Penggugat

dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan  Penggugat dan  Tergugat telah

berhubungan  sebagaimana  layaknya  suami  istri dan  berdasarkan  catatan

status  perkawinan  dalam  bukti  (P.2)  talak  Tergugat pada  Penggugat yang

dijatuhkan adalah talak kesatu serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf  a

Kompilasi  Hukum  Islam  talak  yang  dijatuhkan  tersebut  adalah  talak  bain

sughra,  oleh  karenanya  petitum  pokok  gugatan  dikabulkan  dengan

menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka

bagi  Penggugat  terdapat  waktu  tunggu  (masa  iddah)  selama  tiga  kali  suci

(sekurang-kurangnya sembilan  puluh  hari)  karena perceraian  tersebut ba’da

dukhul sebagaimana maksud Pasal  153 ayat  (4)  dan Pasal  155  Kompilasi

Hukum Islam,  maka  pada  masa  tunggu  tersebut  Penggugat  wajib  menjaga

dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini

sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan

Penggugat  cukup  beralasan  dan  berdasarkan  hukum,  sedangkan  Tergugat

telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, maka sesuai

ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang,  bahwa sesuai  dengan  Penetapan  Layanan  Pembebasan

Biaya Perkara Nomor W27.A5/0187A/HK.05/1/2022, tanggal 10 Januari 2023

yang  dikeluarkan  oleh  Ketua  Pengadilan  Agama  Tigaraksa  Penggugat

dibebaskan untuk membayar  biaya perkara dan dibebankan kepada Negara

melalui DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa tahun 2022;         

Mengingat,  ketentuan hukum Islam, dan segala peraturan perundang-

undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1.   Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap ke persidangan tidak hadir; 
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2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;  

3. Menjatuhkan  talak  satu  bain  shughra  Tergugat  (TERGUGAT)  terhadap

Penggugat (PENGGUGAT; 

4.  Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara, melalui

DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa tahun anggaran 2023; 

Demikian putusan ini  dijatuhkan pada hari  Kamis tanggal  02 Februari

2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1444 Hijriah, berdasarkan

permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Asnita dan Drs.

Abd. Halim Zailani sebagai hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para

hakim  anggota  tersebut  serta  Zukhairriyah  Abdillah,  S.H.I.  sebagai  panitera

pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

        Hakim Anggota                     Hakim Anggota

       Dra. Hj. Asnita                Drs. Abd. Halim Zailani

                            Panitera Pengganti

                      Zukhairriyah Abdillah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.  
2.
3.

Pendaftaran
Proses
Panggilan

Rp0
Rp0
Rp0
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4.
5.
6.

PNBP Panggilan 
Redaksi    
Materai
J u m l a h

Rp0
Rp0
Rp0
Rp0 (nol rupiah);
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